LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : -3 IPK/2020
Tanggal : |6 (YlaeF 2020
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal

Kode Daerah:7101

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

1. | Nama - -

2. | Objek ; -

3. | Subjek - -

4 Golongan Retribusi - _ - ]
| 5. Carai/lengukur Tingkat - -

Penggunaan Jasa

Retribusi

6. Prinsip Penetapan Struktur dan | -
Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal |

Ketentuan ayat (6) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan

dan jangka waktu pemakaian.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di

Wilayah Daerah.

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan

sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

a. unsur biaya per satuan pelayanan jasa;

b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. biaya oprasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja
pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua
biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa,
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b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan
biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang
meliputi angsuran dan bunga pinjaman dan nilai sewa tanah;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa |

seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan dari modal.

Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL
TARIF
NO OBYEK RETRIBUSI —
TIPEC
i 2 = 3
1 Mobil Bus:
1. Bus Besar Eksekutif Rp5.000,00
2 Bus Besar Ekonomi Rp5.000,00
3 Bus Sedang AKDP Rp5.000,00
4, BusKola Rp3.000,00
] Mobil Penumpang Umum (MPU) Antar.
1. Kola
2. Tidak Dalam Trayek Kota Rp3.000,00
R::3.000.00
] Perparkiran:
1. Mobil Pribadi Rp3.000,00
2. Sepeda Motor Rp2.000,00
[\ Tempat/Ruang:
1. Toko Rp20.000,00/m2/bulan
2. Kios Rp10.000,00/m2/bulan
3 Wartel Rp30.000,00/ bulan
| 4. Bank Rp35.000,00/ m2/bulan
5 Restoran Rp25.000,00/m2/bulan
6. Kantin Rp15.000,00/m2/bulan
7. Kantor Pos Rp5.000,00/m2/hari
8. Ruang Kosong Sudut Rp2.000,00/m2/hari
8. Ruang Kantar Rp5.000,00/m2/hari
10. Partisi/Sekat Rp500,00/m2hari
11. Loket Rp10.000,00/ bulan
12. Penitipan Barang Rp5.000,00/m2/hari
13, Toilet Rp2.000,00
. 4. Mandi Ro5 000,00
v Lain-Lain:
1. Bus Bermalam Rp10.000,00/ari
2. Jasa Kebersihan:

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
‘ | a. Kios Rp5.000,00/hari |
| b. a/Kedai Ra{0.000 00theri
8. | Wilayah Pemungutan - - -
9. | Penentuan Pembayaran, Tempat| - - -
Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran
10. | Sanksi: - - -
a. Administratif
b. Pidana
11. | Penagihan - - - -
12. | Penghapusan Piutang Retribusi | - - -
yang Kedaluwarsa
13. | Tanggal Mulai Beriakunya. S Pasal Il . - - Telah sesuai dengan UU No.
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan. | 28 Tahun 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow.
14, | Lain-lain |- - -
Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

a.n.
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